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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Tanah ialah bagian mendasar berperan krusial didalam hidup manusia. Sebab 

itu, setiap orang berusaha memperoleh serta mengendalikan tanah melewati 

beragam cara serta melewati beragam upaya yang dapat ditempuh. Sebagai bagian 

tak terpisahkan dari kehidupan manusia, tanah menjadi tempat berlangsungnya 

berbagai aktivitas serta keberlanjutan kehidupan, hingga eksistensinya senantiasa 

berkaitan erat dengan tindakan manusia. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan 

manusia terhadap tanah, ketersediaannya pun makin terbatas. Demi memastikan tiap 

warga negara bisa menghasilkan, menguasai, serta menikmati hak akan tanah, 

Negara Republik Indonesia bertekad untuk memberi perlindungan serta kepastian 

hukum yang menjamin hak tersebut.1 

Tanah memiliki peran krusial didalam menjamin kesejahteraan, kemakmuran, 

serta keberlangsungan hidup manusia. Dengan demikian, negara memiliki 

kewajiban untuk memastikan bahwasanya sumber daya tanah dimanfaatkan demi 

kesejahteraan masyarakat. Prinsip berikut selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 

1945, menegaskan jika “Negara mengendalikan tanah, air, kemudian SDA dimana 

ditemukan, kemudian memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk kepentingan 

 
1 Nurmaya Safitri dan Yogabakti Adipradana Setiawan. “Sertifikat Tanah Dalam Perspektif 

Kepastian Hukum”, Jurnal Banua Law Review, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019. 
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rakyat.” Peraturan tersebut menjadi dasar utama dalam pembentukan UU No 5 

Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang mempunyai tujuan 

untuk memastikan adanya kepastian hukum terhadap hak kepemilikan tanah. 

Tanah diberikan pada individu akan hak dicantumkan Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA) bermaksud didalam melihat kegunaanya sebaik mungkin. 

Kepemilikan serta pemberian hak atas tanah tersebut akan kehilangan maknanya 

apabila penggunaannya hanya terbatas pada permukaan tanah semata. Didalam 

praktiknya, pemanfaatan tanah untuk berbagai keperluan tidak dapat dilepaskan dari 

penggunaan bagian bumi di bawah, serta air juga ruang terdapat diatasnya.2 

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA) yang mengelola berbagai aspek, salah satunya tentang jenis-jenis hak atas 

tanah yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA. Hak-hak tersebut mencakup hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka lahan, hak 

memungut hasil hutan, serta jenis-jenis hak lainnya yang tidak termasuk dalam 

kategori tersebut tetapi tetap diatur secara khusus melalui perundang-undangan. Di 

samping itu, UUPA juga mengatur hak-hak yang berkenaan dengan sifatnya yang 

hanya berlaku sementara dan tidak permanen sebagaimana yang diuraikan dalam 

Pasal 53. 

Pengaturan mengenai kepemilikan tanah dalam UUPA dijabarkan lebih rinci 

pada Pasal 20 hingga Pasal 27. Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA, hak milik 

 
2 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya., Jilid I., Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta., 2018, hlm. 18. 
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merupakan bentuk hak atas tanah yang bersifat tetap, memiliki kedudukan hukum 

tertinggi, dan memberikan wewenang penuh kepada pemiliknya, tentunya tetap 

dalam koridor ketentuan Pasal 6 UUPA. Hak ini juga bersifat turun-temurun 

sehingga memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli waris. Selain itu, hak milik 

dikategorikan sebagai hak paling kuat, sebab sulit untuk dihapus serta lebih mudah 

untuk dipertahankan apabila terjadi sengketa ataupun gangguan dari pihak lain. Kata 

“terpenuh” pada pasal berikut dapat dimaksudkan bahwasanya hak milik 

menyerahkan wewenang terluas dibanding hak tanah lainnya sebab itulah hak milik 

itu menjadi hak atas tanah paling kuat serta juga penuh. Hak milik juga dianggap 

sebagai induk segala hak atas tanah lainnya.3 

Di Indonesia, persoalan terkait kepemilikan sering kali muncul didalam 

berbagai bentuk, salah satunya ialah penggunaan tanah tanpa hak. Tindakan berikut 

merujuk pada penguasaan sebidang tanah oleh individu ataupun badan hukum tanpa 

memiliki hak yang sah, dengan tujuan memanfaatkannya secara tidak selaras pada 

ketentuan hukum yang berlaku.4 Perbuatan melawan hukum kekuasaan tanah tanpa 

hak inilah dapat menimbulkan terjadinya suatu sengketa tanah didalam kehidupan 

bermasyarakat dimana pemegang hak yang sah kehilangan kesempatan untuk dapat 

menerapkan serta menikmati manfaat secara optimal serta seutuhnya atas tanahnya 

 
3 Lilik Warsito. “Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Di 

Indonesia”, Jurnal Hukum Sehasen, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2024. 
4 Ifrayendi Tamalba dan Surya Perdana. “Akibat Hukum Menguasai Tanah Milik Orang Lain 

Persepektif Hukum Perdata”, Jurnal Edukasi Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2023. 
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disebabkan tanahnya dikuasai oleh orang lain yang tidak memiliki hak yang sah atas 

tanahnya tersebut.5 

Dalam hukum perdata, tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum 

ini ditetapkan dalam pasal 1365 KUH Perdata, sebagaimana menegaskan bahwa tiap 

individu yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan 

menyebabkan dampak buruk kepada orang lain, bahkan sampai pada tahap 

kerugian, maka wajib membayar kompensasi kepada piihak yang terdampak. 

Adapun ketentuan yang berkenaan dengan penggunaan tanah secara tidak sah juga 

sudah dicantumkan PERPU Nomor 51 Tahun 1960, yang secara tegas melarang 

pemanfaatan tanah tanpa izin dari pihak berwenang ataupun pemegang hak yang 

sah. 

Seseorang yang menguasai tanah tanpa izin ataupun tanpa memiliki hak yang 

sah atas tanah tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan bagi pemilik sahnya. 

Perihal berikut disebabkan sebab pemilik tanah akan mengalami kerugian akibat 

tindakan tersebut. Oleh sebab itu, pemilik tanah berhak menuntut ganti rugi akan 

kerugian dirasakannya. Tindakan menguasai tanah tanpa memperoleh izin dari 

pemilik yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, dimana 

 
5 Reza Mahendra, Kairuddin Karim dan Muh. Akbar Fhad Syahril. “Kajian Yuridis Terhadap 

Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum”, Jurnal Litigasi Amsir, Volume 10 Nomor 4 Tahun 2023. 
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seseorang secara tidak sah memasuki, menerapkan, serta mengambil manfaat dari 

tanah yang bukan menjadi hak miliknya.6 

Didalam ranah hukum agraria, tindakan yang bertentangan dengan ketentuan 

hukum terkait kepemilikan tanah sering kali dikategorikan sebagai sengketa 

pertanahan. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi ialah perkara yang 

melibatkan Ir. Akie Setiawan sebagai pihak Penggugat terhadap Ahmad Ismail, 

Kusnadi, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten 

Pontianak), Soenario Ngadiman ataupun yang juga dikenal sebagai Ng Lie Ang, 

serta Sri Rohani Wahyudi, S.H. Didalam kasus tersebut Ir. Akie Setiawan sudah 

membeli 3 (tiga) bidang tanah yang bersertifikat dari Soenario Ngadiman Alias Ng 

Lie Ang dengan luas senilai 78.950 M2 yakni  Sertifikat Hak Milik No 88 tanggal 

20 Juni 1974, Sertifikat Hak Milik No 237 tanggal 22 Agustus 1981, serta Sertifikat 

Hak Milik No 607 tanggal 2 Juni 1982 berlandaskan Akta-Akta Jual Beli yang 

dibuat dihadapan Sri Rohani Wahyudi, S.H. selaku PPAT. 

Sejak dikeluarkannya 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik tersebut tertanggal 15 

Oktober 1990 sampai dengan tahun 2004, tidak adanya pihak manapun mengajukan 

keberatan jual beli serta balik nama atas tanah-tanah tersebut. Akan tetapi pada 

tahun 2005, Ahmad Ismail mulai memasuki SHM Nomor 88, SHM Nomor 237, dan 

SHM Nomor 607 milik Ir. Akie Setiawan tanpa sepengetahuan dan mendapatkan 

 
6 Masnida Malau, Yuniar Rahmatiar dan Muhammad Abas. “Perbuatan Melawan Hukum Atas 

Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUHPerdata”, Jurnal 
Binamulia Hukum, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2023. 
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izin darinya, serta mulai membangun rumah-rumah kayu persis persis di depan pintu 

masuk 3 (tiga) bidang tanah yang sudah dipagari oleh Ir. Akie Setiawan. 

Kemudian Ahmad Ismail pun mulai mengklaim bahwasanya sebagian tanah 

SHM No 88, SHM No 237, serta SHM No 607 milik Ir. Akie Setiawan ialah tanah 

warisan miliknya yang berlandaskan pada Surat Jual Beli tanah dibuat di bawah 

tangan tahun 1953. Ahmad Ismail pun kemudian menguasai sebagian tanah milik 

Ir. Akie Setiawan seluas 35.790 M2 dari luas seluruhnya 78.950 M2 berlandaskan 

SHM No 88, SHM No 237, serta SHM No 607. Pada 1 Agustus 2018, Ahmad Ismail 

bersama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah sudah 

membatalkan ketiga SHM milik Ir. Akie Setiawan tersebut serta menerbitkan 

sertifikat baru atas nama Ahmad Ismail seluas 35.790 M2 dengan SHM No 

04208/Desa Wajok Hulu. Membidik pada hal yang sudah diuraikan di atas, tindakan 

Ahmad Ismail yang memegang kendali sebagian tanah yang hak miliknya pada 

orang lain tanpa dasar hukum yang sah merupakan bentuk tindakan yang 

bertentangan dengan hukum, yaitu melanggar peraturan dan ketetapan dalam pasal 

1365 KUH Perdata. 

Setelah satu bulan diterbitkannya SHM No 04208, BPN Kabupaten 

Mempawah menerbitkan dua sertifikat baru di atas tanah sisa milik Ir. Akie 

Setiawan tanpa sepengetahuan serta adanya pemberitahuan kepadanya. SHM No 

04260 serta SHM No 04885 diketahui beratas namakan Kusnadi. Tindakan Kusnadi 

yang tanpa dasar hukum yang sah mengakui, mengambil alih, dan mengklaim 

kepemilikan atas sisa tanah milik Ir. Akie Setiawan merupakan wujud perbuatan 
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melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. 

Selanjutnya, tindakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah yang 

secara sepihak membatalkan sertifikat-sertifikat tanah milik Ir. Akie Setiawan, serta 

memberikan bantuan kepada Ahmad Ismail dan Kusnadi dalam penerbitan 

sertifikat-sertifikat baru tanpa dasar hak yang sah, merupakan bentuk pelanggaran 

hukum. Perbuatan ini dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, 

sebagaimana mengatur tentang tindakan yang membawa dampak kerugian kepada 

pihak lain. 

Akibat perbuatan Ahmad Ismail memasuki, menguasai, serta mendirikan 

bangunan di atas tanah milik Ir. Akie Setiawan, maka Ir. Akie Setiawan tidak bisa 

menerapkan serta menikmati manfaat secara optimal serta seutuhnya serta 

mengalami kerugian materiil hingga Ir. Akie Setiawan meminta Ahmad Ismail 

untuk membayar ganti rugi materiil berupa penggantian biaya pemanfaatan tanah 

serta biaya pembongkaran bangunan senilai Rp. 12.360.420.540,-. 

Ir. Akie Setiawan juga merasakan kerugian immateriil sebab perbuatan 

melawan hukum Ahmad Ismail, Kusnadi, serta Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Mempawah dimana ia mengalami kemerosotan reputasi sebab adanya 

peristiwa berikut hingga ia meminta mereka untuk secara tanggung renteng 

mengganti kerugian immateriil serta pemulihan kehormatan nama baik senilai Rp. 

10.000.000.000,-. 
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Berlandaskan contoh kasus di atas, sehingga penulis tertarik melaksanakan 

penelitian berjudul “PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN 

HUKUM KARENA PENGUASAAN TANAH MILIK ORANG LAIN (Analisis 

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5031K/Pdt/2022)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum terhadap 

penguasaan tanah milik orang lain pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

Nomor 5031K/Pdt/2022? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai penyelesaian perkara 

perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah milik orang lain pada 

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5031K/Pdt/2022? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk memahami serta menganalisis apa saja pemenuhan unsur-unsur perbuatan 

melawan hukum terhadap penguasaan tanah milik orang lain pada Putusan 

Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5031K/Pdt/2022. 
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2. Untuk memahami serta menganalisis pertimbangan hukum hakim mengenai 

penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah 

milik orang lain pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 

5031K/Pdt/2022. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoretis 

Diharapkan hasil penelitian berikut dikemudian hari bisa memberi serta 

membantu pemikiran ilmiah hukum secara umum didalam bidang Perbuatan 

Melawan Hukum. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi penulis, penelitian ini mempunyai manfaat untuk memperluas wawasan 

serta memperdalam pemahaman terhadap isu yang dikaji. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi 

yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan di bidang terkait. 

 

E. Ruang Lingkup 

Agar tearah serta tidak menyimpang dari judul maka Penulis memberi batasan 

pada pembahasan didalam penulisan skripsi berikut yakni hanya mengenai 

penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum sebab penguasaan tanah milik 
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orang lain dengan mengkaji Putusan Kasasi MA No. 5031K/Pdt/2022 mengenai 

perbuatan melawan hukum atas sengketa tanah. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Kepastian Hukum 

Saat terciptanya aturan hukum, haruslah terdapat asas dijadikan dasar yang 

bermaksud untuk menciptakan kepastian terhadap aturan hukum tersebut yakni 

asas kepastian hukum. Pemikiran akan asas kepastian hukum berikut pertama 

kali dikumandangkan Gustav Radbruch didalam buku “einführung in die 

rechtswissenschaften”. Ia mengutarakan bahwasanya ada 3 nilai dasar yakni 

keadilan ataupun Gerechtigkeit, kemanfaatan ataupun Zweckmassigkeit, serta 

kepastian hukum ataupun Rechtssicherheit.7 

Kepastian hukum mempunyai prinsip yang menandakan bahwasanya suatu 

aturan hukum sudah memiliki sifat tetap akibat adanya kekuatan yang nyata 

didalam penerapannya. Keberadaan asas berikut berfungsi sebagai perlindungan 

untuk pencari keadilan dari tindakan kesewenangan, hingga individu dapat 

memperoleh haknya selaras pada kondisi yang berlaku. 

Gustav Radbruch berpendapat bahwasanya kepastian hukum merujuk pada 

prinsip yang mengharuskan peraturan hukum disusun dengan tegas serta dapat 

 
7 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulityawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum 

Melalui Konstruksi Penalaran Positivism Hukum”, Jurnal Crepido, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2019, 
hlm. 14. 
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diprediksi, sehingga setiap individu dapat dengan jelas memahami hal-hal yang 

menjadi hak dan kewajiban dalam berbagai macam situasi. Hukum harus 

memberikan konsekuensi serta jaminan yang pasti terkait dampak dari setiap 

tindakan hukum yang dilaksanakan. Namun, Radbruch juga mengemukakan 

bahwasanya apabila prinsip kepastian hukum bertentangan dengan prinsip 

keadilan, maka keadilan harus lebih dulu diutamakan. Di dalam pandangannya, 

hukum yang tidak mencerminkan keadilan bisa dianggap tidak sah, meskipun 

secara prosedural memenuhi standar kepastian hukum.8 

Didalam menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 

5031K/Pdt/2022, Penulis merujuk pada teori kepastian hukum sebagai landasan 

utama, selaras pada ketentuan hukum yang berlaku, teori berikut diterapkan 

untuk menganalisis pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum didalam kasus 

penguasaan tanah milik orang lain. Selain itu, teori berikut juga berperan didalam 

mengkaji pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim didalam menetapkan 

putusan atas kasus tersebut. 

 

2. Teori Pertimbangan Hakim 

Hakim memegang peran penting didalam memastikan bahwasanya setiap 

putusan yang dijatuhkan mencerminkan prinsip keadilan (ex aequo et bono), 

 
8 Wiena Septiany dan Hesti Septianita. “Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Dalam 

Putusan Anak Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori (Studi Putusan Nomor 9/Pi.Sus-
Anak/2023/PN Kwg”, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024, 
hlm. 269. 
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memberi kepastian hukum, kemudian berguna untuk sisi yang bersengketa. 

Dengan demikian, proses pengambilan keputusan harus dilaksanakan dengan 

teliti, cermat, serta penuh kehati-hatian. Apabila hakim lalai didalam 

mempertimbangkan perkara secara saksama, putusan yang dihasilkan dapat 

berisiko dibatalkan Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung.9 

Di samping itu, landasan pandangan hakim juga termuat dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Adapun UU 

berikut dapat membuat makin besarnya kebebasan hakim dimana hakim dapat 

menemukan hukum serta menetapkannya sebagai putusan didalam perkara, 

bukan hanya menetapkan mengenai hukumannya saja. Penemuan hukum yang 

dimaksud ialah penemuan hukum didalam artian suatu proses untuk menemukan 

hukum yang konkret mengenai suatu peristiwa hukum yang nantinya akan dibuat 

oleh hakim mengacu pada perkembangan yang ada di masyarakat dengan tujuan 

untuk mencapai kepastian hukum. 

Di dalam merumuskan serta menyusun pertimbangan hukum, seorang 

hakim wajib bertindak dengan ketelitian, sistematis, serta menerapkan Bahasa 

Indonesia yang sesuai kaidah. Ketelitian didalam merumuskan pertimbangan 

hukum menuntut pemenuhan semua aspek yang berkaitan, mulai dari fakta 

peristiwa, fakta UU dan penggunaan norma UU seperti UU positif, adat dan 

perundangan, diikuti oleh beberapa teori undang-undang yang berkaitan. Semua 

 
9 Mukti Arto. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama., Pustaka Pelajar, Yogyakarta., 

2004, hlm. 140. 
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elemen tersebut berfungsi sebagai landasan argumentasi ataupun dasar hukum 

didalam putusan yang diambil oleh hakim.10 

Di dalam proses pemeriksaan perkara, hakim perlu pembuktian sebagai 

dasar pertimbangan didalam mengambil keputusan. Pembuktian ini bertujuan 

untuk memastikan perihal kejadian atau informasi yang dipaparkan benar adanya 

sehingga ketetapan yang diambil dapat bersifat seimbang dan objektif. Hakim 

tidak diperbolehkan mengeluarkan putusan sebelum memiliki keyakinan atas 

kebenaran suatu fakta, yang harus dibuktikan terlebih dahulu agar dapat 

ditentukan hubungan hukumnya diantara para pihak yang terlibat. Didalam 

penelitian berikut, penulis menerapkan teori tersebut dalam menjawab rumusan 

permasalahan terkait pertimbangan hukum hakim didalam Putusan Kasasi MA 

No. 5031K/Pdt/2022, dimana hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian 

gugatan penggugat.  

 

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum 

Di dalam ranah hukum, konsep tanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari 

kewajiban hukum. Dari teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, seseorang 

dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berlandaskan perbuatan yang sudah 

dilaksanakannya. Jikalau seseorang dianggap memiliki tanggung jawab hukum, 

 
10 Nur Iftitah Isnantiana. “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di 

Pengadilan”, Jurnal Pemikiran Islam, Volume XVIII Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 52. 
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maka ia harus menanggung konsekuensi hukum berupa sanksi apabila 

tindakannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.11 

Di dalam konteks hukum, tanggung jawab dapat dibedakan jadi 2 istilah, 

yakni liability serta responsibility. Liability mengacu pada kewajiban hukum 

membayar harga atas pelanggaran yang diperbuat oleh subjek hukum. Kemudian, 

responsibility merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu 

ataupun entitas tertentu terhadap pihak lain didalam suatu hubungan hukum. 

Menganut teori pertanggungjawaban, konsep ini menyoroti kewajiban yang 

timbul sebagai konsekuensi dari aturan yang termuat dalam regulasi hukum yang 

berlaku. Oleh sebab itu, istilah liability dipahami sebagai konsep yang 

berhubungan dengan kewajiban hukum seseorang atas suatu tindakan tertentu, 

dimana apabila tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku, 

maka individu tersebut dapat dikenai sanksi hukum.12 

Dari penjelasan dari Abdulkadir Muhammad, terdapat beberapa teori yang 

mengatur tanggung jawab didalam kasus perbuatan melawan hukum (tort 

liability). Pertama, tanggung jawab yang muncul sebagai sebab dari perbuatan 

melawan hukum dilaksanakan kesengajaan disebut intentional tort liability. 

Kedua, terdapat tanggung jawab yang lahir akibat kelalaian didalam 

melaksanakan sebuah tindakan bertentangan hukum, disebut negligence tort 

 
11 Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara., (Raisul Muttaqien, Terjemahan), 

Nusa Media, Bandung., 2014, hlm. 95. 
12 Busyra Azheri. Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory., Raja 

Grafindo Press, Jakarta., 2011, hlm. 54. 
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liability. Terakhir, terdapat strict liability, yakni bentuk tanggung jawab mutlak 

yang tidak melihat ada tidaknya unsur kesalahan, melainkan semata-mata 

didasarkan pada tindakan yang dilakukan.13 

Di dalam menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 

5031K/Pdt/2022, penulis memanfaatkan teori pertanggungjawaban sebagai 

pedoman untuk menguraikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan 

hukum. Selain itu, teori berikut juga diterapkan sebagai landasan didalam 

menjawab permasalahan terkait pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum 

didalam kasus penguasaan tanah milik pihak lainnya sebagaimana diputuskan 

didalam perkara tersebut. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

metode penelitian hukum normatif. Metode berikut menitikberatkan kajian pada 

analisis terhadap sumber-sumber hukum tertulis ataupun data sekunder yang 

relevan. Melalui Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan 

suatu pendekatan sistematis yang bertujuan menelusuri dan memahami norma-

 
13 Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia., Citra Aditya Bakti, Bandung., 2010, 

hlm. 336. 
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norma hukum, asas-asas hukum, serta prinsip hukum untuk menemukan 

penyelesaian atas persoalan hukum yang dianalisis.14  

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, penelitian yang akan 

dilaksanakan oleh Penulis merupakan penelitian hukum normatif. Dalam 

pelaksanaannya, Penulis akan mengandalkan sumber-sumber literatur dan studi 

dokumen sebagai alat utama untuk menganalisis kasus, tanpa melakukan 

penelitian lapangan. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) sebagai metode untuk mengkaji ketentuan-ketentuan yang 

berkaitan dengan pokok pembahasan yang diangkat. Melalui pendekatan ini, 

diterapkan telaah terhadap hubungan dan kesesuaian antara Undang-Undang 

Dasar dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, serta analisis 

terhadap keterkaitan antar undang-undang yang berhubungan dengan tema 

penelitian. 

Dalam penerapannya, peneliti menelaah sejumlah aturan hukum yang 

dianggap relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR/RBg, 

 
14 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum., Kencana Prenada Group, Jakarta., 2011, hlm. 35. 
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serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang memuat ketentuan pokok 

mengenai agraria. 

 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Berlandaskan pendapat Marzuki, pendekatan konseptual diterapkan saat 

seorang peneliti tetap berpegang pada ketentuan hukum yang sudah ada. 

Pendekatan berikut diterapkan terutama didalam situasi dimana peraturan 

hukum yang spesifik terhadap suatu permasalahan belum tersedia ataupun 

tidak ditemukan.15 Pendekatan konseptual memiliki peran penting di dalam 

kajian hukum, sebab doktrin serta pemahaman terhadap suatu teori dapat 

menjadi pijakan utama didalam merumuskan argumentasi hukum yang 

diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul. 

Di dalam penelitian berikut, penulis mengadopsi pendekatan konseptual 

dengan mengkaji berbagai doktrin, asas, serta teori didalam ilmu hukum yang 

memiliki relevansi dengan penyelesaian perkara terkait perbuatan melawan 

hukum atas kepemilikan tanah oleh pihak lain. 

 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Penelitian hukum berikut turut menerapkan pendekatan studi masalah 

dengan menganalisis serta mengkaji berbagai perkara yang relevan dengan isu 

 
15 Nur Solikin. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum., Qiara Media, Pasuruan., 2021. 
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penelitian. Kasus-kasus yang dianalisis didalam penelitian berikut ialah 

perkara yang sudah diputus oleh pengadilan serta memiliki kekuatan hukum 

mengikat serta final. 

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penulis akan mengumpulkan kajian berbagai hukum dalam menerapkan 

metode kualitatif, data yang diperoleh tersebut kemudian disusun didalam bentuk 

uraian deskriptif tanpa menerapkan angka.16 Data yang dianalisis mencakup 

banyak bahan hukum relevan : 

a. Sumber Bahan Hukum Primer 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 

tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau 

Kuasanya. 

 

 

 
16 Noeng Muhadjir. Metodologi Penelitian Kualitatif., Rekesarasin, Yogyakarta., 2008, hlm. 2. 
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b. Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Sumber hukum sekunder merujuk pada berbagai referensi yang memberi 

pemahaman lebih mendetail mengenai sumber hukum utama. Contoh dari 

sumber berikut mencakup jurnal, buku, artikel ilmiah, makalah, hasil 

penelitian, serta literatur lain mengenai isu hukum dianalisis didalam 

penelitian berikut. 

 

c. Sumber Bahan Hukum Tersier 

Sumber bahan hukum tersier yakni sumber referensi berfungsi sebagai 

pendukung didalam memahami kelanjutan bahan hukum sekunder serta 

primer. Contoh bahan hukum tersier seperti KBBI, ensiklopedia umum, serta 

ensiklopedia mengenai bidang hukum. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Metode yang diterapkan didalam penelitian berikut untuk memperoleh 

sumber hukum ialah metode pengumpulan sumber-sumber hukum. Di dalam 

konteks penelitian berikut, teknik yang diterapkan mencakup studi kepustakaan 

serta pencarian informasi melewati internet.17 Metode berikut diterapkan untuk 

memperoleh dasar teori dengan melaksanakan kajian serta analisis terhadap 

 
17 Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit., hlm. 21. 
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berbagai sumber, diantaranya buku, regulasi hukum, laporan, dokumen, hasil 

riset, serta arsip didalam bentuk cetak maupun digital. 

 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Penelitian berikut menerapkan metode kualitatif didalam mengkaji bahan 

hukum yang sudah diperoleh. Pendekatan berikut dilaksanakan dengan menelaah 

serta membahas bahan hukum tersebut berlandaskan kerangka teori yang 

relevan.18 Data yang diperoleh didalam penelitian berikut dianalisis menerapkan 

metode kualitatif serta disusun secara sistematis. Sesudah itu, informasi tersebut 

diuraikan secara deskriptif agar dapat memberi gambaran yang jelas, rinci serta 

terstruktur hingga mampu menjawab permasalahan jadi fokus penelitian berikut 

dengan tepat. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penelitian berikut menerapkan metode induktif didalam penarikan 

kesimpulan, yang bermakna proses pengolahan bahan hukum dilaksanakan 

dengan menganalisis hal-hal khusus terlebih dahulu, kemudian merumuskan 

kesimpulan yang bersifat umum berlandaskan pola yang ditemukan.

 
18 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris., Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta., 2010, hlm. 182. 
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